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Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan
Restorative Justice di Indonesia dengan meninjau kebijakan hukum yang
mendukung, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap sistem
peradilan pidana. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis
literatur dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
Restorative Justice dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan berorientasi
pada rekonsiliasi. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi angka
residivisme serta memberikan kepuasan lebih baik bagi korban dan pelaku
dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Namun, penerapan
Restorative Justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan,
seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum,
keterbatasan regulasi yang mengikat, serta resistensi terhadap perubahan
sistem peradilan yang telah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
kebijakan, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta sosialisasi yang lebih
luas kepada masyarakat guna memastikan implementasi Restorative Justice
yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Pemulihan Korban,

Kebijakan Hukum, Rekonsiliasi

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website https://ojs.staialfurgan.ac.id/jtm

This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Restorative justice telah menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan
pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk
memperbaiki dampak tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terlibat,
baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Restorative justice dianggap lebih efektif
dalam membangun keadilan yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan
pemulihan hubungan sosial. Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih
berorientasi pada pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada pemberian
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hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya
(Sudarto, 2011). Pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan kepentingan
korban dan dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana. Oleh karena itu,
muncul kebutuhan akan suatu metode penyelesaian yang lebih humanis dan
berorientasi pada pemulihan, yaitu Restorative Justice (R]).

Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang berfokus
pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi dan
dialog (Zehr, 2002). Pendekatan ini mulai diterapkan dalam sistem hukum
Indonesia sebagai alternatif dari pendekatan konvensional yang lebih menekankan
pada penghukuman (Muladi, 2002). Namun, efektivitas penerapan restorative
justice masih menjadi perdebatan, mengingat adanya tantangan dari aspek
regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat.
Restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai peraturan hukum di
Indonesia, seperti dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol)
No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif, yang memberikan pedoman bagi kepolisian dalam menangani perkara
pidana dengan pendekatan ini. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 yang memperkenalkan
restorative justice dalam perkara pidana anak.

Konsep ini juga diperkuat dalam pembaruan RKUHP (Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) yang memasukkan unsur keadilan restoratif
dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Dalam konteks hukum Islam, restorative
justice sejalan dengan konsep islah (perdamaian) dan diyat (ganti rugi) yang
menekankan pada penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan pemulihan bagi
korban (Shabir, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2020),
penerapan restorative justice di beberapa kasus tindak pidana ringan berhasil
mengurangi kepadatan perkara di pengadilan. Dalam sistem konvensional, banyak
perkara ringan yang tetap berujung di meja hijau, menyebabkan penumpukan
perkara dan memperlambat proses peradilan. Dengan restorative justice, banyak
kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi antara
korban dan pelaku. Berbeda Studi oleh Widodo (2021) menunjukkan bahwa
korban tindak pidana yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam
proses penyelesaian kasus melalui restorative justice merasa lebih puas
dibandingkan dengan proses litigasi. Korban dapat menyampaikan perasaannya,
memperoleh kompensasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga
pemulihan psikologis dapat lebih optimal.

Menurut Lestari (2022), pelaku tindak pidana yang menjalani proses
restorative justice cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan
kejahatan wulang. Hal ini karena pendekatan ini menekankan pada
pertanggungjawaban pelaku di hadapan korban dan masyarakat, sehingga pelaku
lebih  memahami dampak perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk
memperbaiki diri. Lebih Lanjut Penelitian oleh Nugroho (2021) menunjukkan
bahwa banyak aparat kepolisian dan kejaksaan yang belum sepenuhnya
memahami konsep restorative justice, sehingga implementasinya belum merata.
Selain itu, masih terdapat paradigma bahwa penyelesaian perkara pidana harus
berakhir dengan hukuman, bukan rekonsiliasi.
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Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa keadilan hanya dapat
ditegakkan melalui hukuman pidana, bukan dengan pendekatan damai (Sutanto,
2020). Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme
restorative justice, terutama dalam kasus yang melibatkan emosi tinggi, seperti
kekerasan atau pencurian. Ketiadaan Regulasi yang mengikat meskipun beberapa
peraturan telah mengakomodasi restorative justice, masih belum ada regulasi yang
secara komprehensif mengatur penerapannya dalam berbagai jenis tindak pidana
(Supandi, 2022). Akibatnya, penerapan restorative justice masih bergantung pada
kebijakan masing-masing institusi penegak hukum, sehingga tidak konsisten di
seluruh wilayah Indonesia. Studi oleh Rahardjo (2021) menemukan bahwa
penerapan restorative justice lebih sering digunakan oleh pelaku yang memiliki
akses ke mediasi hukum atau hubungan sosial yang kuat, sementara kelompok
masyarakat miskin sering kali masih terjebak dalam sistem peradilan pidana
konvensional. Dalam sistem hukum Indonesia, restorative justice mulai diterapkan
dalam berbagai aspek, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan, anak
berhadapan dengan hukum, dan kasus yang tidak menimbulkan dampak besar
terhadap masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana
efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di
Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis untuk menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice
(R]) dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih
karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebijakan
hukum, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan restorative
justice (Creswell, 2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan
(library research) dan studi kasus. Studi kepustakaan dilakukan dengan
menganalisis literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta
laporan penelitian terkait restorative justice. Sementara itu, studi kasus digunakan
untuk menelaah penerapan restorative justice di beberapa wilayah di Indonesia
sebagai bentuk analisis empiris. Buku dan jurnal akademik tentang teori
restorative justice (Zehr, 2002; Muladi, 2002). Untuk memastikan keabsahan data,
penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode (Patton, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Restorative Justice

Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
Restorative Justice (R]) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang
menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan
masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan retributif yang fokus pada
penghukuman, R] bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih berorientasi
pada rekonsiliasi, tanggung jawab, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
dalam suatu tindak pidana.

Di Indonesia, konsep restorative justice semakin berkembang sebagai
alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama dalam:

1. Perkara Pidana Ringan.
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Kasus-kasus seperti pencurian Kkecil, penganiayaan ringan, dan tindak
pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa sering diselesaikan melalui
mediasi antara pelaku dan korban.

2. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana anak di Indonesia

berpotensi besar menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, tetapi

efektivitasnya masih beragam di setiap daerah (Putri et al., 2024). Beberapa
wilayah berhasil mengimplementasikan mekanisme diversi, di mana anak
yang terlibat dalam tindak pidana tidak harus menjalani proses peradilan
formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan
berbagai pihak. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan hubungan antara
pelaku dan korban serta mencegah anak mendapatkan stigma sebagai
pelaku kriminal (Sugama, et all, 2024). Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak

yang berkonflik dengan hukum dapat mendapatkan diversi (pengalihan

dari sistem peradilan formal ke penyelesaian alternatif) guna menghindari
dampak negatif dari pemidanaan.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam beberapa kasus, restorative justice digunakan untuk memediasi

konflik rumah tangga guna mencegah disintegrasi keluarga, dengan tetap

memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan anak.
4. Kasus Pidana Tanpa Korban Jiwa.

Restorative Justice sering diterapkan dalam kasus di mana tidak ada korban

langsung atau jika korban bersedia menyelesaikan masalah secara damai

dengan pelaku.

Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kejaksaan Agung, telah aktif
mendorong implementasi R]. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif, jumlah perkara yang diselesaikan melalui restorative justice
terus meningkat. Hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 4.654 Rumah Restorative
Justice di seluruh Indonesia untuk mendukung penyelesaian perkara dengan
pendekatan ini. Meskipun restorative justice memberikan banyak manfaat dalam
mengurangi beban peradilan dan menciptakan solusi yang lebih berkeadilan bagi
korban dan pelaku, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat,
keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial terhadap pelaku masih perlu diatasi
agar implementasinya semakin optimal.

B. Perkembangan Penerapan Restorative Justice

Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,
jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice
(R]) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
mekanisme restorative justice semakin diterima dan diimplementasikan sebagai
solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung, tren penyelesaian perkara melalui
restorative justice menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke
tahun, mulai dari:

164



1. Tahun 2020: Sebanyak 192 perkara berhasil diselesaikan melalui
restorative justice, sementara 44 perkara tidak disetujui untuk dihentikan
melalui mekanisme ini. Tahun ini merupakan awal penerapan restorative
justice di bawah regulasi baru, sehingga jumlah kasus yang diproses masih
terbatas.

2. Tahun 2021: Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan meningkat menjadi
388 kasus, dengan hanya 34 kasus yang ditolak. Hal ini menunjukkan
bahwa aparat penegak hukum mulai lebih memahami konsep restorative
justice dan semakin banyak pihak yang memilih pendekatan ini dalam
penyelesaian perkara.

3. Tahun 2022: Penerapan restorative justice meningkat drastis dengan 1.456
perkara yang disetujui, sementara hanya 65 perkara yang ditolak.
Peningkatan ini  mengindikasikan = bahwa  Kejaksaan  semakin
mengutamakan pendekatan restorative justice, didukung oleh infrastruktur
dan kebijakan yang lebih baik.

4. Tahun 2023: Tren ini terus meningkat, dengan 2.407 perkara diselesaikan
melalui R] dan hanya 38 perkara yang ditolak. Angka ini mencerminkan
keberhasilan dalam implementasi restorative justice serta meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara
berbasis keadilan restoratif.

Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui restorative justice
dari tahun ke tahun dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, diantaranya:

a. Sosialisasi yang lebih luas.
Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum semakin aktif mengedukasi
masyarakat mengenai manfaat restorative justice.

b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
Jaksa, polisi, dan mediator dilatih untuk memahami dan mengimplementasikan
pendekatan restorative justice secara efektif.

c. Dukungan infrastruktur.

Hingga Desember 2024, Kejaksaan telah membangun lebih dari 4.654 Rumah

Restorative Justice yang berfungsi sebagai tempat mediasi dan penyelesaian

perkara di tingkat masyarakat.

d. Kesadaran masyarakat yang meningkat.

Korban dan pelaku semakin memahami bahwa restorative justice dapat

menjadi solusi yang lebih adil dan efisien dibandingkan dengan proses

peradilan konvensional.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Restorative Justice telah
menjadi pendekatan yang semakin diterima dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, terutama dalam kasus pidana ringan, kasus anak, dan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT). Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui
restorative justice menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi
beban peradilan pidana serta meningkatkan pemulihan korban dan rehabilitasi
pelaku.

C. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Restorative Justice

Restorative Justice (R]) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan secara
efektif. Penelitian mengenai fasilitas pendukung restorative justice di Indonesia
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menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan dalam penerapannya,

masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, diantaranya ialah:
1. Rumah Restorative Justice

Salah satu fasilitas utama dalam implementasi restorative justice adalah
Rumah Restorative Justice yang difungsikan sebagai tempat mediasi antara pelaku,
korban, dan masyarakat. Hingga Desember 2024, Kejaksaan Agung telah
mendirikan 4.654 Rumah Restorative Justice di berbagai wilayah di Indonesia.
Rumabh restorative justice ini memiliki peran penting, di antaranya:

a. Menjadi ruang dialog bagi pelaku, korban, dan pihak terkait dalam mencari
solusi damai.

b. Memfasilitasi mediasi dengan pendampingan aparat penegak hukum dan tokoh
masyarakat.

c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang restorative justice dan
penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki
Rumah Restorative Justice yang berfungsi secara optimal. Di beberapa wilayah,
fasilitas ini masih kurang memadai dalam hal sumber daya manusia, sarana
prasarana, dan aksesibilitas bagi masyarakat.

2. Peran Aparat Penegak Hukum dan Mediator

Implementasi restorative justice juga sangat bergantung pada kesiapan
aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, dan hakim. Hal ini senada yang di
ungkapkan oleh Karjono, et all (2024) bahwa Penerapan restorative justice dalam
kasus tindak pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman serta dukungan dari aparat
penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, terhadap konsep ini. Para
penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan retributif yang berfokus
pada pemberian hukuman dibandingkan dengan penyelesaian yang berorientasi
pada pemulihan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang
pentingnya keadilan restoratif juga menjadi kendala, sehingga pendekatan ini
belum dapat diterapkan secara optimal (Sugama, et all., 2024). Beberapa temuan
penelitian terkait dengan hal ini meliputi:

a. Kurangnya pelatihan khusus bagi jaksa dan polisi dalam menangani perkara
berbasis restorative justice. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang
mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini juga di
utarakan Isba, et all (2024) bahwa upaya untuk memperkuat penerapan
restorative justice di Indonesia mencakup pelatihan berkelanjutan bagi aparat
penegak hukum serta fasilitator.

b. Keterbatasan jumlah mediator yang terlatih dalam menangani kasus restorative
justice, terutama di daerah terpencil.

c. Minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan komunitas lokal,
yang menghambat efektivitas proses mediasi.

Dengan demikian, berbagai tantangan tersebut perlu segera diatasi melalui
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penambahan jumlah mediator
terlatih, serta penguatan koordinasi antar lembaga dan komunitas. Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan penerapan restorative justice dapat berjalan lebih
optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

3. Regulasi dan Dukungan Kebijakan
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Tantangan selanjutnya ialah masalah regulasi dan dukungan kebijakan.
Sebab, menurut Sugama, et all (2024) meskipun UU SPPA telah memberikan
landasan hukum bagi penerapan restorative justice, implementasinya kerap
terhambat akibat kurangnya pedoman yang jelas. Penegak hukum sering kali
mengalami kesulitan dalam menentukan kasus yang sesuai untuk diselesaikan
secara restoratif.

Penelitian ini menyoroti peran kebijakan dalam memperkuat fasilitas
pendukung restorative justice. Beberapa kebijakan yang seharusnya bisa
diterapkan meliputi:

a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi
landasan hukum bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) yang mewajibkan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Dukungan dari pemerintah daerah dalam mendirikan fasilitas dan
menyediakan sumber daya bagi penerapan restorative justice.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan implementasi
keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Sinergi antara regulasi
yang jelas, dukungan pemerintah, serta kesiapan fasilitas akan menjadi kunci
dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Walaupun implementasi kebijakan ini masih belum merata, terutama dalam hal
penyediaan anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan di tingkat daerah.

4. Partisipasi Masyarakat

Selain fasilitas formal, penelitian juga menyoroti pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam mendukung restorative justice, seperti:

a. Peran tokoh adat dan agama dalam membantu proses mediasi.

b. Kesadaran masyarakat tentang restorative justice yang masih perlu
ditingkatkan agar pendekatan ini semakin diterima sebagai alternatif
penyelesaian perkara.

c. Kurangnya program edukasi dan sosialisasi yang membuat sebagian
masyarakat masih lebih memilih jalur peradilan konvensional.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan restorative justice tidak hanya
bergantung pada aspek formal, tetapi juga pada dukungan aktif dari masyarakat.
Meningkatkan peran tokoh adat dan agama, memperluas pemahaman masyarakat,
serta mengoptimalkan program edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting
agar pendekatan ini dapat diterima dan diterapkan secara lebih luas sebagai
alternatif penyelesaian perkara yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fenomena terkini dalam penerapan restorative justice
dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia disimpulkan bahwa meskipun
fasilitas pendukung restorative justice di Indonesia mengalami perkembangan yang
positif, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan
sarana, kurangnya pelatihan bagi aparat, serta minimnya partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas dan
aksesibilitas fasilitas restorative justice agar dapat memberikan manfaat maksimal
dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
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